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Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: Performance measurement in determining the Tax Object Acquisition Value as the basis for the imposition of duties on
Acquisition of Land and Building Rights is conducted by analysis tool using assessment sales ratio (ASR). ASR analysis aims to
determine the level of conformity  of Tax Object Acquisition Value (NPOP) to land market value to determine whether Tax Object
Acquisition Value is in proportion, experienced under assessment, or over- assessment. Moreover, this technique also aims to
measure diversity (variability) to account the level of fairness of Tax Object Acquisition Value as the bases of Duty on Acquisition
of Land and Building Rights (BPHTB). The results shows that the determination of  Tax Object Acquisition Value as the bases to
determine BPHTB in Ambarketawang  is lower compared to its property market value (under-assessment occurred). The variability
on the determination of Tax Object Sales Value NPOP as the bases to determine BPHTB in Ambarketawang village is high, implies
that it does not indicate good uniformity.
KeywordsKeywordsKeywordsKeywordsKeywords: Tax Object Acquisition Value, Property Market Value, Assessment Sales Ratio

IntisariIntisariIntisariIntisariIntisari: Pengukuran kinerja dalam penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dilakukan dengan alat analisis assessment sales ratio(ASR). Analisis ASR bertujuan untuk
mengetahui tingkat kesesuaian NPOP terhadap nilai pasar tanah apakah dalam penetapan NPOP sudah proporsional, terjadi under
assessment, atau over assessment. Selain itu, juga bertujuan untuk mengukur keberagaman (variabilitas) NPOP sehingga diketahui
tingkat  keadilan penetapan NPOP sebagai dasar pengenaan BPHTB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan NPOP sebagai
dasar pengenaan BPHTB di Desa Ambarketawang masih relatif rendah dibandingkan dengan nilai pasar tanahnya (terjadi
underassessment).Tingkat keberagaman dalam penetapan NJOP sebagai dasar penentuan BPHTB di Desa Ambarketawang sangat
tinggi atau tidak menunjukkan keseragaman yang baik.
Kata kunciKata kunciKata kunciKata kunciKata kunci: NPOP, Nilai Pasar Tanah, Assessment Sales Ratio

A. Pendahuluan

Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
berimplikasi semakin menguatnya kewenangan
pemerintah daerah dalam mengelola pajak dan
retribusi daerah. Salah satu dari 11 (sebelas) jenis pajak
yang dikelola kabupaten/kota adalah Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sejak
tanggal 1 Januari 2011, Pemerintah Daerah Kabupaten
Sleman telah menerima pengalihan pengelolaan
BPHTB dari pemerintah pusat berdasarkan

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman
Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan.

Letak Kabupaten Sleman sangat strategis karena
berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan beberapa
kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Data BPS
Kabupaten Sleman Tahun 2013 menyebutkan
pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0,73
persen sehingga dapat dikategorikan daerah dengan
pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi.
Kecenderungan ini disebabkan fungsi Kabupaten
Sleman sebagai penyangga Kota Yogyakarta, daerah
tujuan untuk melanjutkan pendidikan, dan daerah
pengembangan pemukiman/perumahan sehingga
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pertumbuhan penduduk yang terjadi lebih banyak
didorong oleh faktor migrasi penduduk bukan oleh
tingkat kelahiran yang tinggi. (Rencana Kerja
Pengembangan Daerah/RKPD Kabupaten Sleman
Tahun 2013: II-8). Sebagai daerah penyangga Kota
Yogyakarta, Kabupaten Sleman mengalami pertum-
buhan sektor properti yang pesat. Hal ini menjadikan
potensi yang cukup besar untuk dimanfaatkan
sebagai sumber pendapatan bagi daerah melalui
pemungutan pajak tanah seperti BPHTB.

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten
Sleman Nomor 14 Tahun 2010 tentang BPHTB
menyebutkan bahwa dasar pengenaan BPHTB
adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).
Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan jika NPOP tidak
diketahui atau lebih rendah dari Nilai Jual Objek
Pajak (NJOP) yang digunakan dalam pengenaan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun
terjadinya perolehan, maka dasar pengenaan yang
dipakai adalah NJOP PBB tersebut. NPOP tersebut
adalah harga transaksi atau nilai pasar. NPOP tidak
diketahui dalam Pasal 7 tersebut dimaksudkan untuk
perolehan hak yang tidak melibatkan nilai uang
misalnya karena waris atau hibah; atau perolehan
hak karena peralihan yang tidak wajar misalnya karena
adanya hubungan istimewa (antara lain peralihan
hak antar saudara, perusahaan dengan anak perusa-
haan), atau peralihan hak karena lelang dimana
harga yang didapat lebih rendah dari nilai pasar.

 M. Danang (diskusi, 23 Februari 2015) menya-
takan bahwa pemungutan BPHTB di Kabupaten
Sleman dewasa ini masih menemui beberapa
masalah diantaranya ketidaksesuaian NPOP terha-
dap harga transaksi maupun nilai pasar tanah.
BPHTB adalah salah satu jenis pajak yang dilaporkan
sendiri oleh wajib pajak, bukan berdasarkan surat
ketetapan pajak yang dibuat oleh pemerintah
sebagaimana PBB. NPOP yang dilaporkan oleh wajib
pajak rentan dimanipulasi. Nampaknya ketentuan
dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten
Sleman Nomor 14 Tahun 2010 yang merupakan celah
hukum tersebut dimanfaatkan oleh PPAT dan wajib

pajak untuk tidak melaporkan besarnya NPOP yang
sebenarnya. NJOP PBB yang digunakan sebagai dasar
penetapan NPOP menyebabkan penerimaan dari
BPHTB lebih rendah dari yang seharusnya. Hal ini
disebabkan karena NJOP yang terlalu rendah dari
nilai pasar. NJOP pada dasarnya ditujukan untuk
pengenaan PBB dimana melibatkan masyarakat luas
yang relatif berbeda kondisinya sehingga ditetapkan
lebih rendah dari nilai pasar.

Beberapa kajian yang sejenis dengan tulisan ini
pernah dilakukan baik di Indonesia maupun di luar
negeri. Hodge mengevaluasi ketidakadilan vertikal
dan horisontal yang dilakukan oleh para penilai dan
pemilik properti di Kota Detroit. Penelitian tersebut
menunjukkan bahwa banyak terjadi praktek
penilaian yang tidak akurat dan kredibel sehingga
menghasilkan ketidaksamaan nilai yang signifikan.
Terdapat perbedaan yang cukup besar antara harga
jual properti yang sebenarnya dengan ketetapan nilai
yang dihasilkan oleh para penilai, hal ini mengaki-
batkan adanya potensi kehilangan pajak yang besar
sehingga merugikan pemerintah.

Sutrisna (2013) melakukan penelitian serupa di Kota
Denpasar. Penelitian ini menyebutkan bahwa Assess-
ment Sales Ratio (ASR) pada  daerah yang diuji masih
di bawah standar yang ditetapkan pemerintah serta
tingkat keseragaman penentuan NPOP dari perge-
rakan indikasi nilai pasar properti tergolong rendah.

Penelitian Strauss (2014) bertujuan untuk
menguji tingkat keseragaman dan regresivitas pajak
properti di Piladelphia. Tingkat akurasi berdasarkan
hasil penelitian menunjukkan penilaian yang
dilakukan sangat tidak seragam dan sangat regresif
atau terdapat ketidakseragaman yang ekstrim se-
hingga Strauss mengusulkan untuk dilakukan peni-
laian ulang terhadap dasar penetapan pajak properti.
Hal ini sesuai dengan pendapat dari Hartoyo bahwa
salah satu manfaat dari hasil studi ASR dapat digu-
nakan untuk penentuan lokasi/daerah yang perlu
dilakukan penilaian ulang (revaluation) dengan
analisis variabilitas.

Kuswanto (2014) meneliti tentang akurasi NPOP
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terhadap nilai pasar di Kecamatan Purwokerto Timur,
Banyumas. Akurasi NPOP di wilayah penelitian
masih relatif rendah dibandingkan dengan nilai pasar
propertinya sehingga mengindikasikan terjadi un-
der assessment dalam penetapan NPOP. Variabilitas
nilai ASR NJOP dengan nilai pasar properti masih
relatif tinggi, menunjukkan tingkat keseragaman
yang rendah dan terjadi regresivitas dalam penetapan
NJOP sebagai dasar pengenaan BPHTB.

Mengacu pada penelitian-penelitian yang ter-
dahulu maka penelitian ini mencoba untuk merep-
likasi penelitian-penelitian tersebut. Akan tetapi, ada
beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya
yaitu lokasi penelitian, objek penelitian, periode
penelitian, dan model yang digunakan. Berbeda
dengan penelitian Hodge yang mengggunakan
analisi regresi, penelitian ini menggunakan analisis
ASR. Penelitian Sutrisna menggunakan standar yang
ditetapkan pemerintah dalam hal ini Menteri
Keuangan RI, sedangkan penelitian ini berdasarkan
standar yang ditetapkan International Association of
Assessing Off icers (IAAO). Hampir mirip dengan
penelitian Strauss dan Kuswanto, penelitian ini lebih
rinci dalam tahapan analisis ASR yang dilakukan
untuk mengetahui berapa rasio antara penentuan
NPOP terhadap nilai pasar properti.

Penelitian ini dilakukan di Desa Ambarketawang,
Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman pada
Tahun 2015 dengan didasarkan atas pertimbangan
bahwa Desa Ambarketawang letaknya relatif dekat
dengan Kota Yogyakarta dan mengalami perkem-
bangan wilayah yang cukup pesat. Desa Ambarke-
tawang berjarak 4,5 kilometer dari pusat Kota
Yogyakarta serta dilalui jaringan jalan arteri yang
membentang dari Utara–Selatan (Ring Road Barat)
dan dari Timur–Barat (Jalan Yogyakarta-Wates, yang
merupakan jalur utama Yogyakarta-Purwokerto-
Jakarta). Desa Ambarketawang, tepatnya Dusun
Patukan merupakan pusat kegiatan di Kecamatan
Gamping. Letaknya yang strategis dan merupakan
kawasan penyangga pengembangan Kota Yogya-
karta ke arah Barat sehingga membuat desa ini

berkembang pesat di bidang ekonomi, perindustrian,
pendidikan, perdagangan, dan kependudukan.

Metode analisis data yang dilakukan meliputi:
1. Penghitungan nilai pasar tanah.

Penghitungan nilai pasar tanah dilakukan
terhadap tanah yang ditetapkan sebagai objek
penilaian  dengan menggunakan pendekatan
pasar. Pendekatan ini mempertimbangkan harga
transaksi tanah yang identik atau sebanding yang
baru terjadi atau dapat pula mempertimbangkan
harga-harga penawaran tanah yang sebanding
dengan objek penilaian. Apabila terdapat perbe-
daan dengan transaksi sebenarnya maka perlu
dilakukan penyesuaian atas informasi harga
transaksi/penawaran.

2. Pengukuran tingkat penilaian NPOP terhadap
nilai pasar tanah.
Pengukuran ini dilakukan dengan mengguna-
kan pengujian ASR. Studi ASR menurut Eckert
et al. (1990 dalam Kuswanto 2014: 32) setidaknya
dapat melihat dua aspek utama dalam pengu-
kuran akurasi penilaian yaitu tingkat penilaian
dan keseragaman (uniformity). Tingkat penilaian
terkait dengan rasio secara keseluruhan dari
sekelompok tanah yang telah dinilai. Keseragam-
an penilaian terkait dengan kewajaran dan kesa-
maan atau keadilan terhadap tanah secara indi-
vidual.
Dalam penilaian massal yang sering dilakukan

dalam penilaian pajak tanah, nilai pajak tanah yang
ditetapkan tidak selalu sama dengan indikator-
indikator nilai pasarnya. Namun jumlah nilai pajak
tanah yang lebih tinggi dari nilai pasar (over assess-
ment) akan seimbang dengan jumlah nilai pajak
tanah yang lebih rendah dari pasar (under assess-
ment), sehingga secara keseluruhan rasio akan
berada pada kisaran 100 persen. Dalam kondisi ini
tingkat penetapan pajak tanah berada level propor-
sional terhadap nilai pasarnya, dan dapat dikatakan
akurat.

Keseragaman penelian terkait dengan kewajaran
dan kesamaan atau keadilan terhadap tanah secara
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Jenis Tanah
(Umum)

Jenis Tanah (Spesefik)
Nilai

Tendensi
Sentral

Rentang
COD

Residensial
(termasuk
kondominium
perumahan)

Daerah yang lebih baru
atau lebih homogen

0,90-1,10 5,0-10,0

Residensial Daerah heterogen yang
lebih tua

0,90-1,10 5,0-15,0

Residensial
lainnya

Pedesaan, musiman,
rekresasi, perumahan
produksi, 2-4 perumahan
unit keluarga

0,90-1,10 5,0-20,0

Tanah
menghasilkan
pendapatan

Sifat daerah yang lebih
besar diwakili oleh
sampel yang besar

0,90-1,10 5,0-15,0

Tanah
menghasilkan
pendapatan

Sifat daerah yang kecil
diwakili oleh sampel yang
kecil

0,90-1,10 5,0-20,0

Lahan kosong 0,90-1,10 5,0-25,0

Real dan personal
tanah lainnya

0,90-1,10 Bervariasi
tergantung

kondisi lokal

individual. Keseragaman dalam hal ini menunjukkan
bahwa nilai pajak tanah ditetapkan dalam nilai yang
sama dalam suatu kelompok atau zona yang memiliki
karakteristik kelas, lokasi ataupun lingkungan yang
sejenis atau sebanding. Jika dikaitkan dengan rasio
nilai pajak terhadap nilai pasar, nilai pajak masing-
masing tanah dalam suatu kelompok tanah ditetap-
kan dalam tingkat rasio yang sama dari nilai pasarnya.
Keseragaman yang menunjukkan keadilan ini bukan
hanya ditunjukkan dalam satu kelompok tanah yang
sama saja, namun juga keseragaman atau keadilan
antarkelompok tanah yang berbeda (Eckert et al.,
1990 dalam Kuswanto, 2014: 33).

Standar assessment level yang dijadikan acuan
dalam pengukuran ASR ini adalah standar yang
ditetapkan oleh International Association of Assess-
ing Off icers (IAAO). Novie (2010: 4), mengung-
kapkan bahwa IAAO yang berpusat di Amerika
Serikat adalah sebuah organisasi internasional yang
melakukan penelitian, menyelenggarakan pendi-
dikan, menetapkan standar penilaian administrasi,
menyediakan jasa profesi penilaian tanah, dan hal
lain yang berhubungan dengan pajak tanah. IAAO
telah memberikan rekomendasi ukuran ASR yang
dapat diterima agar tercipta keseragaman dan
keadilan pajak tanah bagi negara-negara di dunia.
Standar assessment level untuk tahun 2013 dapat
dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1.  Standar Assessment Level

Sumber: IAAO (2013:17)

Elriza dalam Jurnal EMBA (2013: 1377) menya-
takan bahwa Standard on Ratio Studies IAAO 2010
memberikan rekomendasi bahwa tingkat ASR untuk
semua objek pajak dalam suatu daerah seharusnya
berada dalam kisaran 10 persen dari tingkat rasio
yang diinginkan yaitu antara 90% - 110%. Standar
pengukuran akurasi penetapan objek pajak terhadap
nilai pasar menurut IAAO tersebut adalah:
1. jika mean/median > 1,10 (110%) berarti over-as-

sessment;
2. jika mean/median < 0,90 (90%) berarti under-

assessment;
3. jika mean/w-mean > 1,10 (110%) berarti terjadi

regresivitas;
4. jika mean/w-mean < 0,90 (90%) berarti terjadi

progresivitas.
Dalam hal ini, mean atau nilai rerata adalah

jumlah keseluruhan pengamatan dibagi dengan
jumlah pengamatan. Median atau nilai tengah diukur
dengan cara mengurutkan data semua sampel dari
nilai rasio yang paling kecil sampai yang paling besar
kemudian ditentukan nilai tengahnya. Weighted
mean (w-mean) atau rerata tertimbang merupakan
rerata yang dilakukan dengan pembobotan. Dalam
penelitian ini rerata tertimbang adalah jumlah nilai
NPOP dibagi dengan jumlah nilai pasar properti.

Under assessment adalah penetapan nilai yang
lebih rendah dari nilai pasarnya, sebaliknya over as-
sessment adalah penetapan nilai yang lebih tinggi
dari nilai pasarnya. Progresivitas adalah terjadinya
kecenderungan naik dalam arti bahwa semakin tinggi
nilai properti, maka rasio antara hasil penetapan
dibandingkan dengan nilai pasarnya semakin
meningkat. Regresivitas atau kecenderungan turun
di mana semakin tinggi nilai properti, maka rasio
antara hasil penetapan dibandingkan dengan nilai
pasarnya semakin menurun.

B. Nilai Perolehan Objek Pajak untuk
Tanah Kosong di Ambarketawang

Analisis dilakukan pada data pembayaran BPHTB
untuk tanah kosong yang peralihannya terjadi
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melalui proses jual beli. Pertimbangan
ini didasarkan pada tingkat kesulitan
untuk memperoleh data karakteristik
bangunan dan data pembanding yang
sesuai di lokasi penelitian. Data yang
digunakan dalam analisis adalah data
pembayaran BPHTB untuk tanah
kosong yang terjadi pada bulan Janu-
ari sampai dengan Desember 2014.

Data objek pembayaran BPHTB
berdasarkan NPOP Desa Ambar-
ketawang untuk tanah kosong selama
Tahun 2014 diperoleh dari Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten
Sleman sebanyak 99 (sembilan puluh
sembilan) data transaksi sebagai
populasi dalam penelitian ini. Data objek penilaian
atau sampel dipilih berdasarkan ketersediaan data
pembanding berupa penawaran tanah kosong.
Objek penilaian dan data pembanding harus identik
atau sebanding. Antara objek penilaian dengan data
pembanding harus terletak pada daerah yang
mempunyai peruntukan yang sama, mempunyai
banyak faktor kesamaan, serta data pembanding yang
tersedia harus relatif baru/transaksi yang terjadi
belum lama berlangsung. Berdasarkan syarat-syarat
tersebut selanjutnya dipilih 12 (dua belas) data sampel
penelitian sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Data Objek Penilian (Sampel)

Sumber: Data Sekuder diolah, 2015

Sebaran objek penilaian beserta data pem-
bandingnya dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Sebaran Objek Penilaian (Sampel).
Sumber: Pemerintahan Desa Ambarketawang

diolah, 2015

C. Penghitungan Nilai Pasar Tanah di
Desa Ambarketawang

Penghitungan indikasi nilai pasar tanah ini
dilakukan terhadap tanah yang ditetapkan sebagai
sampel objek penilaian dengan menggunakan
pendekatan perbandingan data pasar. Penilaian atas
suatu tanah dilakukan dengan membandingkan
secara langsung tanah yang dinilai dengan data
tanah yang sejenis. Pendekatan ini mempertim-
bangkan harga transaksi tanah yang identik atau
sebanding yang belum lama berlangsung. Apabila
transaksi tanah yang terjadi hanya sedikit maka dapat
mempertimbangkan harga-harga penawaran dari
tanah yang sebanding dengan tanah objek penilaian.
Terhadap data pembanding tersebut selanjutnya
dilakukan penyesuaian atas faktor-faktor yang
mempengaruhi nilai bila terdapat perbedaan dengan
tanah objek penilaian untuk mengetahui indikasi
nilai pasar tanah objek penilaian. Secara ringkas,
indikasi nilai tanah objek penilaian yang diestimasi
menggunakan pendekatan pasar merupakan jumlah
dari harga penawaran tanah-tanah pembanding

No
Objek

Penilaian
Alamat Objek

Penilaian
Luas Tanah

(m2)
NPOP (Rp)

NPOP/m2

(Rp)

1 I Mejing Lor 106 80.000.000,00 755.000,00

2 II Mejing Lor 411 308.250.000,00 750.000,00

3 III Gamping Lor 194 100.000.000,00 515.000,00

4 IV Gamping Kidul 98 68.600.000,00 700.000,00

5 V Gamping Tengah 211 194.120.000,00 920.000,00

6 VI Depok 207 190.000.000,00 918.000,00

7 VII Mejing Kidul 564 226.164.000,00 401.000,00

8 VIII Mejing Kidul 478 100.000.000,00 209.000,00

9 IX Depok 1238 140.000.000,00 113.000,00

10 X Kalimanjung 596 120.000.000,00 201.000,00

11 XI Mancasan 300 80.700.000,00 269.000,00

12 XII Mancasan 214 64.000.000,00 299.000,00
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dengan penyesuaian-penyesuaian (adjustment).
Penelitian ini menggunakan data pembanding yang
didapatkan dari iklan penawaran di internet. Hasil
penghitungan indikasi nilai pasar tanah untuk Objek
Penilaian I dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Penghitungan Indikasi Nilai Pasar Tanah
Objek Penilaian I

Sumber: Data Primer, 2015

Dari Tabel 3 dapat diketahui indikasi nilai tanah
sebesar Rp 178.200.000,00, nilai ini merupakan harga
penawaran setelah penyesuaian. Penyesuaian
terhadap harga penawaran diberikan sebesar 10%
yang mencerminkan perbedaan antara harga pena-
waran dengan indikasi nilai pasarnya.  Indikasi nilai
tanah yang didapatkan kemudian dibagi dengan luas
tanah untuk mengetahui indikasi nilai tanah/m2.
Selanjutnya dilakukan penyesuaian pada faktor-
faktor yang berpengaruh terhadap indikasi nilai pasar
objek penilaian, antara lain sebagai berikut.
1. Luas, Objek Pembanding II diberikan penye-

suaian sebesar -3% karena lebih luas dibanding
dengan tanah objek penilaian. Pembanding I
memiliki luas yang hampir sama dengan objek
yang dinilai, sehingga tidak perlu penyesuaian.
Baik objek penilaian maupun data pembanding
sama-sama mempunyai peruntukan sebagai
pemukiman, dimana untuk faktor luas tanah
sangat berkaitan dengan peruntukannya. Dengan
asumsi luas ideal untuk pemukiman adalah ± 400

m2 maka luas Pembanding II lebih baik dari objek
penilaian dan Pembanding I.

2. Status kepemilikan, status kepemilikan objek
penilaian dan semua data pembanding adalah
sama yaitu hak milik sehingga tidak perlu dila-
kukan penyesuaian.

3. Peruntukan, objek penilaian dan semua data
pembanding dilihat peruntukannya secara riil di
lapangan adalah sama yaitu sebagai pemukiman
sehingga tidak perlu dilakukan penyesuaian.

4. Jarak dari Pasar Gamping, dilihat dari faktor jarak
terhadap Pasar Gamping, Pembanding I diberikan
penyesuaian sebesar–2% dan Pembanding II
diberikan penyesuaian sebesar 0. Hal ini
disebabkan karena Pembanding I terletak lebih
dekat terhadap Pasar Gamping dibanding dengan
objek penilaian, sedangkan jarak Pembanding II
dan objek penilaian terhadap Pasar Gamping tidak
jauh berbeda. Kedekatan dengan pusat perekono-
mian dalam hal ini Pasar Gamping akan berpenga-
ruh terhadap harga tanah. Semakin dekat dengan
pusat perekonomian maka harga tanah akan
cenderung lebih tinggi.

5. Jarak dari Jalan Gamping-Sidoarum, Pembanding
I, Pembanding II, dan objek penilaian berjarak
relatif sama dekatnya dengan Jalan Gamping-
Sidoarum yang merupakan akses utama menuju
ketiga tanah tersebut. Dalam penelitian ini
diasumsikan bahwa jarak pada radius 300 m dari
jalan utama dianggap tidak ada perbedaan jarak.
Walaupun terdapat perbedaan jarak terhadap
jalan utama namun tidak melebihi 300 m
sehingga penyesuaian untuk Pembading I dan
Pembanding II terhadap faktor jarak terhadap
jalan utama adalah 0.
Setelah dilakukan penyesuaian terhadap faktor-

faktor yang dianggap mempengaruhi nilai maka
dilakukan penghitungan indikasi nilai tanah/m2

setelah penyesuaian. Indikasi nilai setelah penyesu-
aian ini didapatkan dengan cara mengalikan jumlah
total penyesuaian dengan indikasi nilai tanah/m2 dari
masing-masing objek pembanding. Terhadap dua

Karakteristik Pembanding I Pembanding II Objek

Penilaian

Alamat Mejing Lor Mejing Lor Mejing Lor

Harga Penawaran (Rp) 198.000.000 640.000.000

Luas (m2) 110 400 106

Status Kepemilikan Hak Milik Hak Milik Hak Milik

Peruntukan Pemukiman Pemukiman Pemukiman

Jarak dari Pasar Gamping

(m)

1.500 2.500 2.620

Jarak dari Jl Gamping-
Sidoarum (m)

300 500 572

Adjustment/Penyesuaian

Indikasi Nilai Tanah (Rp) 178.200.000 576.000.000

Indikasi Nilai Tanah/m 2

(Rp)

1.620.000 1.440.000

Luas 0 0 -3% -43.200 0

Status Kepemilikan 0 0 0 0 0

Peruntukan 0 0 0 0 0

Jarak dari Pasar Gamping -2% -32.400 0 0 0

Jarak dari Jl Gamping-

Sidoarum

0 0 0 0 0

Total Penyesuaian -2% -32.400 -3% -43.200 0

Indikasi Nilai Tanah/m 2

setelah penyesuaian (Rp)
1.587.600 1.396.800

Indikasi Nilai Pasar (Rp) 1.492.200

Pembulatan (Rp) 1.490.000
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buah indikasi nilai tanah/m2 setelah penyesuaian dari
dua data pembanding dirata-rata untuk mendapat-
kan indikasi nilai pasar objek penilaian tersebut, yaitu
sebesar Rp 1.490.000,00 (satu juta empat ratus
sembilan puluh ribu rupiah).

Menggunakan cara yang sama, kegiatan tersebut
dilakukan terhadap 11 sampel objek penilaian yang
lain. Rekapitulasi hasil penghitungan indikasi nilai
pasar tanah dapat disajikan dalam Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Indikasi
Nilai Pasar

Sumber: Data primer diolah, 2015

Indikasi nilai pasar tanah yang dihitung
merupakan hasil penilaian pada tahun 2015,
sedangkan pembayaran BPHTB untuk tanah
tersebut terjadi pada tahun 2014. Jika data 2014
digunakan untuk penilaian 2015 maka harus
dilakukan penyesuaian waktu antara tanggal
transaksi dengan tanggal penilaian. Hal ini dilakukan
dengan menggunakan rumus PV  =  FV  ( 1 + r )-n

di mana:

FV = Future Value (nilai pada akhir tahun 2015)
PV= Present Value/nilai sekarang (nilai pada akhir

tahun 2014)
r = suku bunga Bank Indonesia (pada akhir 2014

sebesar 7,75%)
n = waktu (1 tahun) 

Rumus tersebut mengasumsikan bahwa bunga
digandakan hanya sekali dalam setahun, sehingga
didapatkan indikasi nilai pasar tanah pada tahun 2014
yang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Indikasi Nilai Pasar Tanah, 2014

Sumber: Data primer diolah, 2015

D. Tingkat Kesesuaian NPOP terhadap
Nilai Pasar Tanah

Pengukuran ini dilakukan dengan alat pengujian
assessment sales ratio(ASR) untuk melihat rasio
antara NPOP dengan nilai pasar tanahnya. ASR
dalam penelitian ini merupakan perbandingan antara
besaran NPOP yang digunakan untuk penetapan
BPHTB dengan nilai pasar tanah tersebut, dapat
dihitung dengan rumus:
di mana:
ASR = assessment sales ratio
Ai = assessment value (dalam penelitian ini adalah

NPOP)
Si = sales value (dalam hal ini adalah nilai pasar tanah)

Secara ringkas hasil penghitungan ASR pada
objek penilaian dapat disajikan dalam Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Hasil Penghitungan Asessment Sales Ratio

Sumber: Data primer diolah, 2015

Dari Tabel 6 dapat diketahui bahwa tingkat ASR
terendah terdapat pada Objek Penilaian IX yaitu
sebesar 0,081. Dengan kata lain NPOP tanah ini
sangat jauh dari nilai pasarnya karena perbandingan-

No
Objek

Penilaian

Alamat Objek

Penilaian

Luas Tanah

(m2)

Indikasi Nilai

Pasar (Rp)

1 I Mejing Lor 106 1.490.000,00

2 II Mejing Lor 411 1.730.000,00

3 III Gamping Lor 194 1.000.000,00

4 IV Gamping Kidul 98 1.410.000,00

5 V Gamping Tengah 211 5.550.000,00

6 VI Depok 207 2.480.000,00

7 VII Mejing Kidul 564 910.000,00

8 VIII Mejing Kidul 478 850.000,00

9 IX Depok 1238 1.500.000,00

10 X Kalimanjung 596 760.000,00

11 XI Mancasan 300 570.000,00

12 XII Mancasan 214 460.000,00

No
Objek

Penilaian

Luas Tanah

(m2)

Indikasi Nilai Pasar

pada Tahun 2015 (Rp)

Indikasi Nilai Pasar

pada Tahun 2014 (Rp)

1 I 106 1.490.000,00 1.380.000,00

2 II 411 1.730.000,00 1.610.000,00

3 III 194 1.000.000,00 930.000,00

4 IV 98 1.410.000,00 1.310.000,00

5 V 211 5.550.000,00 5.150.000,00

6 VI 207 2.480.000,00 2.300.000,00

7 VII 564 910.000,00 840.000,00

8 VIII 478 850.000,00 790.000,00

9 IX 1238 1.500.000,00 1.390.000,00

10 X 596 760.000,00 710.000,00

11 XI 300 570.000,00 530.000,00

12 XII 214 460.000,00 430.000,00

ASR =
Ai

Si

No
Objek

Penilaian
Lokasi

NPOP/m2

(Rp)

Indikasi Nilai

Pasar (Rp)
ASR

1 I pemukiman 755.000,00 1.380.000,00 0,547

2 II pemukiman 750.000,00 1.610.000,00 0,466

3 III pemukiman 515.000,00 930.000,00 0,554

4 IV pemukiman 700.000,00 1.310.000,00 0,534

5 V perdaganga

n

920.000,00 5.150.000,00

0,179

6 VI pemukiman 918.000,00 2.300.000,00 0,399

7 VII pertanian 401.000,00 840.000,00 0,477

8 VIII pertanian 209.000,00 790.000,00 0,265

9 IX pertanian 113.000,00 1.390.000,00 0,081

10 X pertanian 201.000,00 710.000,00 0,283

11 XI pertanian 269.000,00 530.000,00 0,508

12 XII pemukiman 299.000,00 430.000,00 0,695

Rata-rata 0,416
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nya hanya mencapai 8,1 persen. Tingkat ASR tertinggi
terdapat pada Objek Penilaian XII yaitu sebesar 0,695.
NPOP tanah ini juga berada di bawah nilai pasarnya
karena hanya berada pada tingkat 69,5 persen dari
nilai pasarnya. Dari data tersebut dapat diketahui
secara umum bahwa masyarakat Desa Ambarketa-
wang melaporkan NPOP sebagai dasar penetapan
BPHTB yang sangat rendah. Hal ini tentu saja dapat
menimbulkan kerugian bagi pemerintah daerah atas
hilangnya potensi penerimaan pajak dari sektor
BPHTB.

Beberapa tahapan analisis ASR menurut Harjanto
(2011: 122), adalah sebagai berikut.
1. Menghitung distribusi frekuensi dan histogram-

nya.
Pengukuran distribusi frekuensi dilakukan

untuk mengetahui sebaran distribusi data ASR
untuk seluruh wilayah dan dapat digunakan
untuk menunjukkan jumlah/persentase dari
objek yang dinilai dari berbagai tingkat rasio
terhadap harga jualnya. Dari hasil pengukuran
distribusi frekuensi dapat diketahui sebaran
distribusi data ASR di Desa Ambarketawang
dimana pada tingkat rasio 0,416-0,509 serta 0,509-
0,602 yang mempunyai frekuensi yang paling
besar. Informasi ini menunjukkan bahwa NPOP
yang dilaporkan belum mencerminkan nilai pasar
yang sesungguhnya. Hasil pengukuran distribusi
frekuensi data ASR di wilayah Desa Ambarke-
tawang dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Hasil Analisis Ditribusi Frekuensi.
Sumber: Data primer diolah, 2015

2. Mengukur tendensi sentral (nilai tengah, rata-
rata, dan rata-rata tertimbang)

Pengukuran tendensi sentral dilakukan
untuk mengetahui gambaran awal mengenai
karakteristik ASR yang ada pada suatu wilayah
berdasarkan pengujian statistik sederhana dari
sampel. Pengukuran tendensi sentral terdiri dari
median (nilai tengah), mean (nilai rerata), dan
weighted mean (rerata tertimbang). Ringkasan
hasil pengukuran tendensi sentral dapat dilihat
pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Pengukuran Tendensi Sentral

Sumber: Data Primer diolah, 2015.

Hasil pengukuran tendensi sentral menghasilkan
nilai mean (rerata) sebesar 0,416, median (nilai
tengah) sebesar 0,472, dan weighted mean (rerata
tertimbang) sebesar 0,348. Nilai mean sebesar 0,416
mempunyai arti bahwa tingkat penetapan NPOP
terhadap nilai pasar tanah di Desa Ambarketawang
rata-rata adalah sebesar 41,6 persen.
3. Membandingkan tiap komponen hasil pengu-

kuran tendensi sentral
Rasio mean dengan median yang didapatkan

sebesar 0,881 mengindikasikan bahwa terjadi under-
assessment dalam penetapan NPOP sebagai dasar
pengenaan BPHTB jika dibandingkan dengan nilai
pasar tanah di lokasi penelitian, karena berdasarkan
standar IAAO jika mean/median < 0,90 (90%)

No NPOP/m2

(Rp)
INP (Rp) ASR

1 755.000 1.380.000 0,547

2 750.000 1.610.000 0,466

3 515.000 930.000 0,554

4 700.000 1.310.000 0,534

5 920.000 5.150.000 0,179

6 918.000 2.300.000 0,399

7 401.000 840.000 0,477

8 209.000 790.000 0,265

9 113.000 1.390.000 0,081

10 201.000 710.000 0,283

11 269.000 530.000 0,508

12 299.000 430.000 0,695

Mean 0,416

Median 0,472

Weighted mean 0,348

Rasio Mean dengan Median 0,881

Rasio Mean dengan Weighted mean 1,193
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berarti terjadi under-assessment. Hal ini dapat
dimaknai bahwa penetapan NPOP sebagai dasar
pengenaan BPHTB di Desa Ambarketawang masih
berada di bawah nilai pasar tanahnya.

Selain itu, indikator penting yang dapat diperoleh
dari analisis tendensi sentral di atas adalah
perbandingan antarkomponen yang digunakan
untuk mengindikasikan terjadinya kecenderungan
turun (regresivitas) dan kecenderungan naik
(progresivitas). Rasio antara mean dan weighted
mean menunjukkan hasil sebesar 1,193. Hal ini
mengindikasikan terjadinya regresivitas dalam
penetapan NPOP di Desa Ambarketawang karena
hasilnya lebih besar dari 1,10 sesuai standar IAAO.
Hal ini dapat dimaknai bahwa semakin tinggi nilai
tanah, maka rasio antara penetapan NPOP diban-
dingkan dengan nilai pasarnya akan semakin
menurun.
4. Mengukur variabilitas

Pengukuran tendensi sentral hanya mengindi-
kasikan gambaran umum mengenai ASR terhadap
tanah yang dinilai. Untuk mengukur performa ASR
yang memadai maka perlu dilakukan pengukuran
variabilitas yang meliputi koefisien variasi (coeffi-
cient of variation/COV) serta koefisien penyebaran
(coefficient of dispersion/COD).

Menurut Rossini dan Kershaw (2006 dalam
Novie, 2010: 6), koefisien variasi merupakan ukuran
keseragaman dengan menggunakan mean. Semakin
rendah COV maka akan semakin baik penentuan
NPOP, berarti objek pajak yang serupa telah
ditentukan NPOPnya pada suatu tingkat akurasi
yang relatif sama. Aturan umum mengenai tingkat
COV adalah bahwa keseragaman penentuan nilai
dapat dikatakan baik jika COV sama atau kurang
dari 25%.  COV dapat dicari dengan rumus:

Selain itu, pengukuran variabilitas bisa diketahui
melalui pengukuran koefisien penyebaran (coeffi-
cient of dispersion/COD). COD digunakan untuk
mengukur variasi harga jual tanah terhadap assess-
ment value. Rossini dan Kershaw (2006 dalam Novie,
2010: 6) mengungkapkan bahwa, koefisien penye-
baran adalah ukuran keseragaman menggunakan
nilai median. Semakin rendah COD maka akan
semakin baik dalam penentuan NPOP. Secara
matematis COD dapat dirumuskan:

Tabel 8. Penghitungan Variabilitas

Sumber: Data Primer diolah, 2015.

Dari Tabel 8 dapat dilihat hasil perhitungan COV
sebesar 43,041, lebih tinggi dari standar yang
ditetapkan IAAO yaitu maksimal 20 persen. COV
sebesar 43,041 persen menunjukkan  kecenderungan
variabilitas yang tinggi. Hal ini bermakna bahwa hasil
assessment di Desa Ambarketawang memiliki variasi
rasio yang tinggi atau tidak memiliki keseragaman
tingkat rasio yang baik.

No. NPOP/M2 INP ASR
ASR -

MEDIAN

│ASR-

MEDIAN│

ASR -

MEAN

| ASR -

MEAN |

(|ASR-

MEAN|)²

1 755.000 1.380.000 0,547 0,075 0,075 0,131 0,131 0,017

2 750.000 1.610.000 0,466 -0,006 -0,006 0,050 0,050 0,003

3 515.000 930.000 0,554 0,082 0,082 0,138 0,138 0,019

4 700.000 1.310.000 0,534 0,063 0,063 0,119 0,119 0,014

5 920.000 5.150.000 0,179 -0,293 0,293 -0,237 0,237 0,056

6 918.000 2.300.000 0,399 -0,072 -0,072 -0,017 0,017 0,000

7 401.000 840.000 0,477 0,006 -0,006 0,062 0,062 0,004

8 209.000 790.000 0,265 -0,207 0,207 -0,151 0,151 0,023

9 113.000 1.390.000 0,081 -0,390 0,390 -0,334 0,334 0,112

10 201.000 710.000 0,283 -0,189 0,189 -0,133 0,133 0,018

11 269.000 530.000 0,508 0,036 -0,036 0,092 0,092 0,008

12 299.000 430.000 0,695 0,224 0,224 0,280 0,280 0,078

JUMLAH 1,403 0,352

MEAN 0,416

MEDIAN 0,472

WMEAN 0,348

RASIO MEAN DGN MEDIAN 0,881

RASIO MEAN DGN WMEAN 1,193

COD MEDIAN 27,045

COV MEAN 43,041
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Hasil perhitungan COD yang telah dilakukan
menghasilkan nilai COD sebesar 27,045. Standar level
assessment dari IAAO 2013 menyebutkan bahwa nilai
COD yang menunjukkan keseragaman assessment
yang baik terhadap sekelompok tanah tanah kosong
(vacant land) adalah minimal 5 persen dan maksimal
25 persen. COD yang dihasilkan sebesar 27,045 persen
tidak menunjukkan keseragaman yang baik dalam
penetapan NPOP untuk BPHTB di Desa Ambarke-
tawang. Hal ini berarti dalam satu kelompok/strata
tanah tidak ditetapkan assessment yang seragam
sehingga dapat disimpulkan terdapat ketidakadilan
secara horizontal dalam penetapan NPOP sebagai
dasar pengenaan BPHTB di Desa Ambarketawang.
5. Evaluasi Hasil ASR

Evaluasi hasil analisis ASR ini bertujuan untuk
melihat lebih jauh kemaknaan secara statistik analisis
yang telah dilakukan. Evaluasi ini meliputi empat uji
sebagai berikut.
a. Uji Normalitas Distribusi

Uji normalitas distribusi ASR untuk menguji
apakah assessment sales ratio berada pada kondisi
atau memenuhi distribusi normal. Hal ini penting
dilakukan manakala salah satu koefisien variasi
digunakan untuk ukuran utama variabilitas as-
sessment. Jika assessment sales ratio terdistri-
busikan dengan normal, COV yang dihasilkan
memberikan gambaran yang cukup valid
mengenai variabilitas assessment sales ratio yang
dihasilkan, dan sebaliknya (Harjanto, 2010: 129).
Pengujian normalitas distribusi pada penelitian
ini dilakukan dengan uji chi-square (X2) yang
menghasilkan nilai X2 sebesar 2,500. Nilai X2 tabel
pada 7 degree of freedom (df) dan 95% level of
convidence yaitu pada 14,070. Karena harga X2
hitung <  X2 tabel maka distribusi data assess-
ment sales ratio pada 12 sampel dapat dinyatakan
berdistribusi normal. Hal ini bermakna bahwa
COV yang dihasilkan memberikan gambaran
yang cukup valid mengenai variabilitas assessment
sales ratio dalam hasil penelitian ini.

b. Uji Aras Nilai (Testing The Level of Assessment)

Uji aras nilai dilakukan untuk melihat apakah
nilai assessment berada pada persentase tertentu
(sesuai yang telah ditetapkan) terhadap nilai
pasar. Hal ini penting dilakukan karena salah satu
tugas penilai adalah menjaga aras nilai yang
dihasilkan berada pada tingkat tertentu yang
ditetapkan regulasi/kebijakan dibandingkan
dengan nilai pasarnya (Harjanto, 2010: 132).
Pengujian aras nilai ini dilakukan dengan
menggunakan uji-t yang menghasilkan nilai t
sebesar -11,291. Nilai kritis t untuk pengujian 2 sisi
dengan df 11 dan tingkat keyakinan 95% adalah
± 2,201. Karena t hitung > t tabel atau terletak di
daerah penolakan Ho sehingga dapat dimaknai
bahwa rerata ASR tidak dinilai sesuai seratus
persen nilai pasar. Rerata ASR yang belum
mencerminkan nilai pasar yang sesungguhnya
dapat menimbulkan kerugian bagi pemerintah
daerah atas hilangnya potensi penerimaan pajak
dari sektor BPHTB.

c. Uji Beda Aras Nilai Antarkelompok Tanah
Pengujian beda aras nilai antarkelompok tanah
diperlukan untuk menjaga kekonsistenan dalam
penetapan nilai. Hal ini dilakukan karena keadilan
dalam penetapan nilai tidak hanya dilihat dari
variabilitas nilai antarjenis penggunaan, antarka-
wasan, atau strata tanah, tetapi tiap kelompok
(jenis penggunaan/kawasan) harus dinilai pada
aras yang sama terhadap nilai pasarnya (Harjanto,
2010: 134).
Jenis uji yang digunakan untuk menguji
perbedaan aras nilai assessment antar kelompok
dalam penelitian ini adalah Uji Kruskal-Wallis. Uji
ini dipilih untuk mengetahui ada tidaknya
perbedaan aras nilai pada tiga kelompok tanah
yang diteliti yaitu kelompok tanah pemukiman
(kelompok A), perdagangan (kelompok B), dan
pertanian (kelompok C). Kelompok ini dikate-
gorikan berdasarkan jenis penggunaan tanah
pada objek penilaian .
Hipotesis dalam penghitungan ini adalah:
Ho: kelompok A,B, C dinilai pada tingkat
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persentase yg sama terhadap nilai pasar
Hi: kelompok A,B, C dinilai pada tingkat
persentase yg tidak sama terhadap nilai pasar.
Secara ringkas penghitungan hasil Uji Kruskal-
Wallis (H) yang didapatkan adalah sebesar 5,459.
Dengan jumlah kelompok tanah adalah tiga (3),
maka derajad kebebasan (degree of freedom/df)
adalah dua (2). Karena sangat mirip dengan chi-
kuadrat maka menggunakan chi-kuadrat untuk
membuat keputusan berdasarkan tabel nilai kritis
chi-kuadrat. Nilai kritis (H tabel) untuk df=2 dan
tingkat resiko 0,05 adalah 5,991. Nilai H hitung <
H tabel maka  Ho diterima. Hal ini berarti bahwa
tidak terdapat perbedaan aras nilai di antara tiga
kelompok tersebut, atau dengan kata lain
kelompok A, B, C dinilai pada tingkat persentase
yang sama dengan nilai pasar.

d. Uji Regresivitas/Progresivitas
Indikasi awal terhadap kecenderungan regresi-
vitas dan progresivitas sebagaimana dikemukakan
sebelumnya dapat dideteksi dari perbandingan
antar rerata (mean) dan rerata tertimbang
(weighted mean). Jika perbandingan tersebut
lebih besar dari 1,100 diindikasikan terdapat
kecenderungan regresivitas. Sebaliknya jika
perbandingan tersebut lebih rendah dari 0,900
maka diindikasikan terjadinya kecenderungan
progresivitas. Telah dikemukakan sebelumnya
pula bahwa terjadi kecenderungan regresivitas
di Desa Ambarketawang, dimana tanah yang
mempunyai nilai jual rendah dinilai pada
persentase yang lebih tinggi terhadap nilai
pasarnya dibandingkan dengan tanah yang
memiliki nilai jual lebih tinggi.
Untuk menguji kecenderungan ini dapat dilaku-
kan melalui analisis regresi dan uji Spearman Rank
Test. Uji penjenjangan Spearman (Spearman
Rank Test) dilakukan untuk mengetahui apakah
nilai ASR memiliki hubungan yang bebas (inde-
pendent) atau tidak bebas (dependent) terhadap
indikasi nilai pasar tanah (INP). Hipotesisnya
adalah sebagai berikut.

Ho: ASR memiliki hubungan yang bebas
terhadap INP.
Hi: ASR memiliki hubungan yang tidak bebas
terhadap INP.
Secara ringkas didapatkan nilai t sebesar -1,552,
nilai t yang  negatif mengindikasikan terjadinya
regresivitas. Untuk mengetahui tingkat signifi-
kansinya, maka nilai t hitung dibandingkan
dengan nilai t tabel. Dengan df=10 dan taraf
kesalahan 5% didapatkan nilai t tabel sebesar
±2,228. Karena nilai t tabel > t hitung, sehingga
Ho diterima. Artinya, secara statistik ASR memi-
liki hubungan yang bebas terhadap INP. Dapat
disimpulkan dari hasil uji ini bahwa terjadi regre-
sivitas yang tidak signifikan.

E. Penutup

Simpulan
1. Penetapan NPOP sebagai dasar pengenaan

BPHTB di Desa Ambarketawang Kecamatan
Gamping Kabupaten Sleman masih relatif rendah
dibandingkan dengan nilai pasar tanahnya.
Berdasarkan pengukuran tendensi sentral dapat
disimpulkan terjadi under-assessment dalam
penetapan NPOP sebagai dasar pengenaan
BPHTB karena berada jauh di bawah nilai pasar
tanahnya. Hal ini menunjukkan belum optimal-
nya penetapan NPOP sebagai dasar penentuan
BPHTB yang berarti masih ada potensi pajak yang
bisa digali dari sektor BPHTB untuk lebih
meningkatkan PAD. Selain itu, dideteksi terjadi
kecenderungan regresivitas yang dapat dimaknai
bahwa di Desa Ambarketawang tanah yang
mempunyai nilai jual rendah dinilai pada
persentase yang lebih tinggi terhadap nilai
pasarnya dibandingkan dengan tanah yang
memiliki nilai jual lebih tinggi.

2. Variabilitas dalam penetapan NPOP sebagai dasar
penentuan BPHTB di Desa Ambarketawang
sangat tinggi atau tidak menunjukkan
keseragaman yang baik. Hal ini berarti dalam satu
kelompok/strata tanah tidak ditetapkan assess-
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ment yang seragam sehingga dapat disimpulkan
terdapat ketidakadilan secara horizontal dalam
penetapan NPOP sebagai dasar pengenaan
BPHTB di Desa Ambarketawang.

Saran
1. Adanya ketidakseragaman dalam penetapan

NPOP sebagai dasar penentuan BPHTB di Desa
Ambarketawang menyebabkan ketidakadilan di
masyarakat. Hal ini dapat dijadikan dasar pertim-
bangan bagi Pemda Kabupaten Sleman untuk
menetapkan acuan NPOP yang lebih mendekati
nilai pasar dan selalu diup-date secara berkala
sesuai dengan perkembangan pasar.

2. Perlu adanya proses validasi dan verif ikasi
lapangan untuk setiap pembayaran BPHTB oleh
Dispenda Kabupaten Sleman. Validasi dilakukan
untuk memastikan bahwa pembayaran BPHTB
masuk ke kas pemerintah daerah, di mana
tarifnya benar dan perhitungannya juga benar.
Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan
keadaan objek yang diajukan adalah sesuai
dengan kondisi di lapangan.

3. BPHTB merupakan pajak yang pembayarannya
berdasar self assessment yang memerlukan
kesadaran para pihak untuk melaporkannya.
Perlu upaya memberikan sosialisasi kepada
masyarakat agar masyarakat termotivasi melapor-
kan NPOP sesuai dengan harga transaksi sebenar-
nya. Perlu ditanamkan secara luas bahwa pajak
yang dibayarkan merupakan aset daerah yang
nantinya akan kembali kepada masyarakat untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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